
 

 

 

 

 

BERITA DAERAH 
KOTA TANGERANG SELATAN 

 No. 109, 2022 PEMERINTAH        KOTA            TANGERANG         
SELATAN. 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 109 TAHUN 2022  

TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah telah 

ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang 

Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan 

Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah mencabut 

Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan 

Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan kententuan BAB VII               

Huruf A Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Wali 

Kota; 

SALINAN 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4935);  

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa                             

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11              

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27           

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang                          

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019                   

Nomor 1447); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 
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  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 

Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021                  

Nomor 1076); 

  16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan           

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022           

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128); 

  17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan           

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan                     

Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 129); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH.  

 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 
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5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 

dan pengawasan keuangan daerah. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPKD, adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, 

adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 

unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan Daerah. 

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

15. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 

16. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah. 

17. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat SAPD, adalah 

rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen 

lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai 

dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan 

Daerah. 

18. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/pengguna 

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.   
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19. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau 

lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

20. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

21. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan triwulanan yang 

diterbitkan oleh Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan. 

22. Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang 

menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah 

Daerah selama satu periode akuntansi. 

23. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah 

Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

24. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi. 

25. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan 

penjelasan naratif, analisis, atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang 

disajikan dalam LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas. 

26. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan Entitas 

Pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran. 

27. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD dan Kuasa 

BUD. 

28. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD dan Kuasa 

BUD. 

29. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, 

digunakan dalam penyusunan LRA. 

30. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat terjadi atau kejadiannya tanpa 

memperhatikan apakah kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

31. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber 

daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam satu periode pelaporan. 

32. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

33. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. 
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Pasal 2 

(1) SAPD meliputi prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, 

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

(2) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan SAP. 

 

Pasal 3 

(1) SAPD bertujuan memberikan acuan dalam proses penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah agar terjadi keselarasan laporan keuangan 

masing-masing SKPD dan PPKD sebagai Entitas Akuntansi. 

(2) Laporan keuangan yang dihasilkan SKPD dan PPKD dikonsolidasikan oleh 

SKPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

(3) Laporan keuangan dibuat untuk laporan keuangan periode 1 (satu) tahun 

dan laporan keuangan interim untuk periode triwulan. 

 

Pasal 4 

(1) Laporan keuangan yang dihasilkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (2) terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Operasional; 

c. Laporan Perubahan Ekuitas; 

d. Neraca; dan 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan yang dihasilkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (2) terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Operasional; 

c. Laporan Perubahan Ekuitas; 

d. Neraca; 

e. Laporan Arus Kas; dan 

f. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(3) Laporan keuangan yang dihasilkan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (2) terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Neraca; 

f. Laporan Arus Kas; dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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Pasal 5 

(1) Laporan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), merupakan bentuk pertanggungjawaban 

atas pengelolaan Keuangan Daerah.  

(2) Laporan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1), meliputi: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Neraca; 

f. Laporan Arus Kas; dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

Pasal 6 

(1) Laporan Keuangan Interim untuk periode triwulan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3), dipergunakan untuk keperluan manajemen. 

(2) Laporan Keuangan Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Laporan Realisasi Anggaran;  

b. Laporan Operasional;  

c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

d. Neraca. 

 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah membuat laporan keuangan berdasarkan SAPD. 

(2) SAPD terdiri atas: 

a. Pendahuluan; 

b. Sistem Akuntansi Anggaran; 

c. Sistem Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-Laporan 

Operasional; 

d. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban; 

e. Sistem Akuntansi Pembiayaan; 

f. Sistem Akuntansi pada Neraca; 

g. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan; dan 

h. Sistem Akuntansi Konsolidasi Laporan Keuangan. 

(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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